KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 568 /B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

GUBERNUR LAMPUNG,

-a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

tentang Pengelolaan Kepelabuhan, telah dievaluasi sesuai
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Pengelolaan Kepelabuhan;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/4193/Keuda
Tanggal 12 Oktober 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
Pengelolaan Kepelabuhan.



Menetapkan

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

" mmu [USAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
CANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN.

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Pengelolaan Kepelabuhan, sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran Segerd

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan  hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah terscbut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7

(tujuh) hari setelah ditetapkan.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

%

ARINAL DJUNAIDI

. alam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Rl di Jakarta;
3. Pimpinun DPRD Kulbupalen Pesiwaran di Gedung Tulnan.



L—-PIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: &/ Go8/ Q. /
TENTANG /5 03/ Hk /2014

HASIL  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN

KEPELABUHANAN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHANAN

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempumaan

3
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Judul Raperda

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN KEPELABUHAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN
RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR
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bahwa daam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pengembangan daerah, periu diakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap

polensi Sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi

BRI -GOR-FRRERERIL ARy ING-YIMaA -DmaF Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air;

b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sesuai kewenangan Kabupaten Pesawaran dapat memungut
Refribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Refribusi Penyeberangan Ar guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

¢. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hund b

di atas, perlu menelapkan Peraturan Daerah ftentang Retibusl Pelayanan
Kepelabuhanan dan Retibusi Penyeberangan Air;

mengi i i . |1, Tetap
Konsideran ngat |1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845;
n cimzn.cﬂnﬂu Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten w. wﬂ&
Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 ._.a%E
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 5 Undang-Undang N 12 Tahun 2011 tent Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor
E.q!h.u:ﬂ.rnsuﬂrgmaﬁﬁgza:ﬂgﬂpﬁﬂ
telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 lentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ftentang %quuﬁ!
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan Retribusi [6. Tetap Konsideran
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan |7. Dihapus mengingat :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran | - Angka 3, 7, 8, 9

5. Undang-Undang—Nomor—Iid—Tahun—04—leniang—Rembontukan—Peratwan |  Negara Republk Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara | 10, 11, 12, 13 dan
PeRiRdang-uRdangan-ftembaran-Negara-Republi-indenesia—Tahwn-204--Nome Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran | angka 14 dihapus.
S-Tambanontembaran-hagara Repubi-ndonocia-Nomorbadds Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah | - Angka 5, 8, 15,

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia | 16, 17 dan angka
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | 18 disempumakan

Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir 5731) dan diubah.
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas (9. Dihapus - Tambahkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran (10. Dihapus beberapa aturan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara [11. Dihapus terkait Raperda
Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Dihapus tentang Rebribusi
o PR — RO B s b= S spatamsi—ombaran a D__—-BE §gg

. Dihapus Kepelabuhanan

. Peraturan Menlteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 lentang Mekanisme | dan Retribusi
Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarf Angkutan Penyeberangan (Berita v!§§3m=
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang | - co_._am_._ R_B._s

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 | perubahan

Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented Perhubungan | maka _ad_!:_umﬂ

Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri | hukum

Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut | disasuaikan

(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867),0Dihapus dengan hirarki

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 lentang Jenis, Struktur, | perundang-
Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tanf Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara | undangan
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 lentang Jenis,
Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761)

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 lentang Penyelenggaraan Angkutan

ser-Dalam-Neger-Nome Panyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502)

! 19. Tetap

._.!&m_.xm:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemesintah Pusat dan Pemesintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 lentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
Halaman Persetujuan Dengan Persetujuan Bersama Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN:
Diictun Memutuskan Memutuskan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN. | Memutuskan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN Diktum memutuskan
KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR. disempumakan.
Batang Tubuh BABI BABI - Angka 5, 6, 7, 10,
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 11, 12, 14, 15, 16,
Pasal 1 Pasal 1 17, 18, 19, 20, 21,
Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 22 dan angka 33
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran. w ﬁnﬁ. dihapus.
2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh | quw. - Angka 23, 24, 32
Pemerintah Daersh dan Dewan Perwakdan Rakyat Daersh menurt asas ( 5 Dihapus. dan angka 34
otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip ofonoml seluas-luasnya | 6. Dihapus. disempumakan
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana | 7. Dihapus. sesuai dengan UU
dmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun | 8. Tetap. Nomor 17 Tahun
1945. N wﬁ.ﬁ 2008 dan UU
3 Pemerintah Daerah adaah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur | 41°  pByhapys, Nomor 28 Tahun
penyelenggara pemerintahan daerah. 12.  Dihapus. 2008
4. Bupat adalah Bupati Pesawaran. 13.  Tetap.
5 3 ; : 14. Dihapus
6
I
H .
|

katerpaduan-Jengan-Cokinr-Kanmys: dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lai m. m_u._ ditunda,

8. Pelabuhan adalah tempat yang ferdirl atas Daratan dan/atay perairan dengan termasuk _6353 yang berdaya dukung q:!.w. E:&:ﬁ.
batas-batas lerienty sebagai fempat kegiatan pemesintahan dan kegiatan permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung
pengusahaan yang dipergunakan sebagai lempat Kapal bersandar, nak turun pindah.

gs
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9. penumpang danvatau bongkar muat barangberupa terminal dan tempat | 24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daersh
berdabuh kapal yany dilengkapi dengan fasililas keselamatan dan keamanan sebagai pembayaran atas jasa atau pembenian izin lerentu yang khusus
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat disediakan dan/atau diberkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
perpindahan Intra dan Antarmoda Tiransportasi, pribadi atau badan.

10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan | 25. Tetap.
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancarankeamanan dan ketestben arus | 26.  Tetap.
lalu Bntas kapal, panumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan | 27. Tetap.
berayar tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan | 28.  Tetap.
berlayar, tempat perpindahan inta dan/atau antarmoda serta mendorong | 29.  Tetap.
perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan 1ata ruang | 30. Tetap.

. 31, Tetap.

11, Relabuhan-Bengumpan—adalah—pelabuhan—parg—iusgepohskaya—molapani | 32 Pemeriksaan adalah se-rangkalan kegiatan menghimpun dan mengolah data,

1 kelerangan, dan/atau bukf yang diaksankan secara objektf dan profesional
dadan-jumiah-locbatar—Mmerupdar—poagumgan—bag-Relabuhas—itama—dan berdasarkan Suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban | |
§ kewajiban perpajakan daerah dan retrbusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
BOFOAG RSP AP A ISR JOABIA-13AGNIVIN-POIIYIRIR—IIam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan refribusi daerah,
. Dihapus.

. Penyidik tindak pidana dibidang refribusi daerah adalah serangkaian Gndakan
dan-Basrsh-ingkungan-Kepertngan—Folabuhan-yang-Marpaken-tagish—dan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya dapat disebut
pobobuhaniordokai-wtub-molayaaiteporingan-sondr-cacua-dongan—ueaha penyidk, untuk mencari serta mengumpulkan buki yang dengan bukli itu
pafakaye membuat terang tndak pidana dibidang retibusi daerah yang terjadi serta

13,  Tomminal-ualuk—Kopoabagan—Sendivi-adalan—tormina-yang—tlodolal—di-dalam menemukan tersangkanya.
denganubabhepileshya-

14. Jasa Kepelabuhan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara
E&E&:ggziuﬁﬁﬁiﬁggﬁa ungsi-fungsl

g
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Retribusi Jasa Usaha adalah Retnbusi alas jasa yang disediakan Pemerintah
Daerah dengan menganul prnsip komersil karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh swasia.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian lzin lerentu khusus disediakan
dan/atau diberkan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laul sesual
kewenangan dan peruntukannya.

Sural Keletapan Retrbusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah retribusi yang

ferutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRO, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retibusi yang ‘telah ddakukan dengan
menggunakan formulr atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tampat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Swrat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjulnya dapat disingkat
SKROLB, adalah sural keputusan yang menentukan jumiah kelebihan
pembayaran retibusi karena jumiah kredd retribusi lebih besar dani pada
retribusi yang terhutang atau idak seharusnya terhitang,

Surat Tagihan Relribusi Daerah, yang selanjutnya dapal disingkat STRD adalah
sural untuk melakukan tagihan retribusl dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

Masa Retribusi adalah jangka waktu terientu yang merupakan batas wakiu bagi
wajb retibusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laul sungal, dan

penyeberangan. )

orytiola. §1a-sis +oIGF g |aARY-3K0m-Fargha-$0AgINaCIA-HOPIINOA
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-Bab IV diubah

BABI
Nama, Objek, dan Subjek menjadi Bab Il
Bagian 1 Pasal 4 diubah
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan menjadi Pasal 2
Pasal 2 mengatur  jenis
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut pembayaran atas | retibusi
pelayanan jasa kepelabuhanan, lermasuk fasilitas lainnya di ingkungan pelabuhan | Pelayanan
yang disadiakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kepelabuhanan
{2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | sesuai Pasal 135
adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya diingkungan | dan 156 UU
pedabuhan yang disediakan, dimiliki danvatau dikelola oleh Pemerintah daerah. Nomor 28 Tahun
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang | 2009
memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasiitas pelabuhan yang | - Dengan  adanya
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. perubahan  ini
(4) Dikecualikan dai objek Retrnibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah | urutan pasa
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh | selanjutnya
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. menyesuaikan
Bagisadtedoa Bagian 2 - Parafgraf 2 diubah
Subjel-Qblokdan-Wallb Retribue! Retribusi Penyeberangan di Air menjadi  Bagian
Peeall Pasal 3 Kedua Pasa 5
H—Subjek-Retibuci-Relayanan-Xepelabihanan-sebagaimana-dimaksud-dalam-Pasal | (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air. dipungut pembayaran atas pelayanan |  diubah menjadi
A—huryi—~—adalabrafg —prbad—Rau—ba0aR—raRe—REREUF IR —BHINaReA penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang | Pasal 2 mengatur
kopadabyhan—dommmamantsatvin—iosiias—palotuhan—yaag —Gadin—donlaio dimiliki danvatau dikelola oleh Pemerintah Daerah. jenis retribusi
dhalola-plob-Pamarnioh-Dacsat- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyeberangan di
{2) Sobish-Rasbrei-sobansmana-Smihoud-daom-Rasal4-hwrul-s-adalah-omng pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di ar | .- sesual Pasal
PROBG—RDE IR —yORG—REAGIRIKIP— RO MR- Dol ayaR3A—HoRYEbRgIA yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
0ang-au-barang-d0agan-menggundkan-kendaraan-d-ai-yang dimiki-dan-atau | (3) Subek Retibusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang | 137 dan 156 LU
Faisla-cleh-Remanaiab-Oastah menggunakan, menkmati pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan | Nomor 28 Tahun
menggunakan kendaraan di air yang dimiki dan atau dikelola oleh Pemerintah | 2009
Daerah. - Dengan  adanya
(4) Dikecualikan dari objek Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah | perubahan pasal
pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak | yrutan pasal
swasta selanjutnya
menyesuaikan
BAB NI - Pasal 6 diubah |
Golongan Retribusi LAl
Pasal 4 Golongan retribusi

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai

(—Obiol-Rorbys-Honyebrangan-di-hi codbagamana dimakeud dalam Pasahb Rl | ooinysi Jasa Usaha.
- frte Tl Appiagebli] <oM¢ Xyl e 4 D =

.Eﬁga%
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28 Tahun
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yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha lersebut diakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

BagonKavp BAB IV Baglan Ketiga
Cara Mengubur Tingkat Penggunaan Retribusi Cara Mengukur qﬂavrnhmai._:-! Retribusi diubah menjadi u_w_u
Pasal? v "
Fingial-Renpguaain-Jass-dubur-burdasarhan-onis-polayananreluencl-ponggunasn | (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan kepelabuhan dikur berdasarkan frekuensi, | disempumakan
loyanan—jangha-nahi-12y2anan—ona-CIINI-JaA-PREFING-yarg-Bguadkan-dalam | volume ataujangka waktu pelayanan; sesuai Pasal 151 W
mOmborhan-polyanan. (2} Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan penyebrangan diatas air diukur berdasarkan | Nomor 28 Tahun
frekuensi dan jenis layanan. 2009
Frrr—— BABV Bagian  Keempat
Pringip dan Sasaran Penetapan Tari Retribusi Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi diubah menjadi Bab
Pasal8 Pasal § V  disempumakan
(1) Prinsip dan sasaran dalam penelapan besamya tarif Rewibusi Jasa Usaha | Gsesuakan Pasal
didasarkan pada lujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 135 UU Nomor 28
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan | Tahun 2009

Baganlolms
Struktur dan Besaran Tarlf Retribusi
Pasal3

Penyeberangan di Air

BABW

Pasal 7

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
. —OpOabURGRaR—FeR—HoWbUG | Syukir dan besamya taifl Rebibusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi
A Struktur besamya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagal beriat

1. Pelayanan Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpangfpengantaripenjemput | Raperda,  tdak
RERATHRAM DRAERAHIGBHIRAT EN-RESAMMARALL fasilitas ruang fungguiperon): dalam lampiran.
HOMOR No Objek Tari Kelerangan
STRUKTUR DAR BLCARNVA TARE RETRBUS " 1 [Dewin Rp.2000- | Par arang sekall masek
Ar—Birehisbotornyi-tari-Rotrbusi-Reloyansn-Kepolabulassdioh-sabogsi 2 | Anak-anak Rp. 1.000,- Per orang sekali masuk
3 | Berlangganan Rp. 30.000- | Orang/bulan
1—Robbvei—Ras—Masdk—Rolabuhan—untk—ponumpangponganiar porjompul
e g T 2. Pelayanan Tarif Sandar atau Labuh
Ne [0 T Koiarangan No Objek Tanif Keterangan
3 Cimeang Re—2000- Romprang-aokal-mnsuk 1 | Dermaga Beton Rp. 5.000,- | KapalSekali tambat
2 | Anak-anak Rp—-000- Parprang-stkali-matk 2 | Dermaga Ponton Rp. 3.000,- | Kapal/Sekali tambat
= s 3. Pelayanan Bongkar Mual orang dan Barang
23— Rekibusi Tl Sandar-stau-Labuh N Objek Tani Keletangae
No Obiok Tod Kolorangan 1 | Bongkar muaiBarang | Rp. 5.000- % sandar labuh
1 | DormagaBoton Rp-6:000- | KopakGokai-lambat 7 | Bongarmumonoy | Re.5000- | Seta smiw ek
! ul!movh!t.. Ro-3000,- | KapabGohablambal pencatatan manifest kapal




. Pelayanan Sewa Lahan _
No Objek Tanf E
A 50,000, Perbuian
2 | Kips/petak p. 50.000,- n
Rumah makan/caleteria | Rp. 75.000,- | Perbulan
fatau waru
T rekame— Rp 200,000 Peroulan
5 | Spanduk Rp. 50.000- | Perbulan
5 | Umbul-umbul Rp. 20.000- | Perbulan
7 | Spotcounter promoion/ | Rp. 20.000,- Perbutan
stand promotion
. Pelay umpukan Barang Rp. 2.000,- Permeter kubik perhari.
6. Retribusi Pelayanan dan Fasiltas Kamar Mandikamar kecil:
No Objek Tarif Keterangan
1 | mandi . 2.000 - Perorang
2 | Buang air besarkecil | Rp. 1.000- Perorang

rangkatan dari Dermaga 4 Ketapang ataupun sebaliknya
j Tujuan

B. Struktur dan besamnya tarif Retribusi Penyebrangan di Alr sebagai besikut

Pembe

Objek
No eterangan
Pahawang Legundi .
Orang dewasa | Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- | Perorang
Anak - anak Rp. 15.000.- Rp. 35.000, -
Baran Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Per kilogram
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(1) Pemungutan Retribusi bdak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yanp dipersamakan.

{3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu [angganan.

(4) Retribusi dibayar ditempat pemungutan yang ditentukan secara tunaifunas dengan
diberikan landa bukt pembayaran yang sah

(5) Hasd pemungutan retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diselorkan secara
bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

(6) Dalam hal kondssi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikas, transfortasi
dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta dengan kondisis objekif lainnya,
penyeloran penesimaan dapat melebihi 1 (satu) han yang diatur dalam Pekada.

{T) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupat.

3 4 5
Pasal 10 BAB VIl Pasa 10 diubah
g%ii{%n% Penentuan Pembayaran, Penagihan, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan menjadi Bab VI
; ; ; Penundaan Pembayaran sesuai Pasal 160 UU
Pasal 8 Nomor 28 Tahun

2009 dan Pasal 137
PP Nomor 12 Tahun
2019

Pasal 8
(1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan secara lunas dan dilakukan secara tunai
dan/atau non tunai,
(2) Pembayaran retribusi yang lerutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibayarkan paling lambat .... (...} hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Tambahkan Pasa
baru yang memuat
substans! ketentuan
Pasal 160 ayat (1)
UU Nomor 28 Tahun
2009 dan Pasal 138
ayat (1) PP Nomor
12 Tahun 2019

Pasal 10
(1) Pembayaran retribusi tenutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan
awal penagihan Retribusi dieluarkan sefelah.... (..) hai sejak jatuh tempo
pembayaran

{4) Dalam jangka wakiu ... () hari sejak Sura Teguran/Peringatan/Surat Lain yang
sejenis diterbitkan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat TeguranPeringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

{6) Tata cara penagihan dan penerbitan Sural Teguran/Peringatan/Surat Lain yang
sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Tambahkan Pasal
baru yang memual
substansi ketentuan
Pasal 160 ayat (3)
dan ayat (4) UU
Nomor 28 Tahun
2009




1

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hund b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajb Retribusi.

(7) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(8) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa
sebagaimana dimaksud pada ayal (7)

(3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati

4 5
BAB Vil - Tambahkan Bab
Sanksi Administratif dan Pasal bau
Pasal 11 yang  mengaiur
(1) Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau | Sanksi
kurang membayar dikenakan sanksl administratif berupa bunga sebesar 2% (dua | Administratil
persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan | sesual Pasal 156
STRD.. ayat (3) huruf h UU
mv Sanksl sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama ... {........bulan) z»%mmﬂ 28 Tahun
- Dengan  adanya
perubahan ini
urotan pasal
selanjutnya
menyesuaikan
BAB IX - Tambahkan Bab
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa dan Pasal bau
Pasal 12 yang mengatur
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui | Penghapusan
wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jka Wajib | Piutang Retribusi
Retribusi melakukan tindak pidana dibidanp Retribusi. Yang Kedaluwarsa
{2) Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh | sesual Pasal 156
Jika ayat (3) hund i UU
a Diterbitkan Surat Teguran; atau Nomor 28 Tahun
b. Ada pengakuan utang Retribusi darl Wajib Retribusi, bak langsung maupun | 2009
tidak langsung. . Dengan adanya
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, | perubahan ini
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; urutan pasal
{4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | selanjutnya
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih | menyesuaikan
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4 5

BAB X Pasal 1
Perubahan Tarif Retribusi Tambahkan Bab X
Pasal 13 bary yang
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (6ga) tahun sekali. mengatur
i | (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan | Perubahan  Tarif
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan parekonomian. Retrbusi  sesuai
(3) Penetapan larif Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan | Pasal 155 UU
dengan Peraturan Bupati. Nomor 28 Tahun
2009
Boglan-ispaam BAB XI - Bagian  keenam
Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan diubah  menjadi
Pasal 43 Pasal 14 Bab XI.
Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daearah Kabupaten Pesawaran. Retribusi Daerah dipungu! di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran,
BAB-M dihapus Bukan merupakan
PELABUAAM-RENCUIMPAN LOKAL substansi
Baglea-iaestu pengaturan tentang
Posan-den-tungel retribusi dan
. _ Paseld disarankan  diatur
Pelobuhpa-momilli-peran-oboge- . ] o dalam  peraturan
, ; ‘ . tersendiri
) . Reoai-td dihapus Bukan merupakan
n.{}.i% substansi
B==DEMoAniahan-don
pengaturan ten
B—pongutahon retribusi ﬁ
disarankan  chatur
dalam  peraturan
tersendiri




%?E%é%?
g?&ﬁ i
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dihapus Bukan merupakan
substansi
pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam  peraturan
tersendin

dihapus Bukan merupakan
substans|
pengaturan  tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
lersendiri

dihapus Bukan ~ merupakan
substans!
pengaturan tentang
retribusi dan

disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri




dinapus

ggggggggggg
uuuuuuuu
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5

Bukan merupakan

dihapus

substansi
pengaturan tentang
retibusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri

Bukan merupakan

dihapus

substansi

refribusi

tersendiri

pengaturan tentang

dan

disarankan  diatur
dalam peraturan




dihapus

dihapus







Bukan merupakan
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dihapus

Bukan merupakan
substansl

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendirl

dihapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraiuran
tersendiri

Gihapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan ientang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri

dihapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan tentang
refribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri




dihapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
daam  peraturan
tersendin

dihapus

dihapus

dalam  peraturan
tersendiri
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dihapus

Bukan merupakan
subslansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri

dihapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
daam  peratuan
tersendiri

Bukan  merupakan
substansi

pengafuran  lentang
retibusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendni




4

dihapus Bukan merupakan
substansi
pengaturan tentang
retribusi dan
gisarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri

nnnnn Bukan merupakan
substansi
pengaturan  ientang
_____ dan
disarankan  diatur
daam  peraturan
tersendird
Bukan mefupakan
substansi
pengaturan tentang
retibusi dan
disarankan  diatur
dalam  peraturan
tersendid
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Bukan merypakan
substansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
daam  peraturan
tersendiri

dhapus

Bukan merupakan
substansi

pengaturan lentang
tetribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendini
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()

; 3 g

dihapus Bukan merupakan
substansi

pengaturan tentang

retribusi dan

disarankan  diatur

dalam peraturan
lersendiri

dihapus Bukan menpakan
substansi

pengaturan tentang

retribusl dan

disarankan  diatur

dalam peraiuran
tersendri

dihapus Bukan merupakan
substansi

pengaturan tantang

retnbusi dan

disarankan  diatur

dalam peraturan
lersendiri

dihapus Bukan  merupakan
substansl

pengaturan Lentang

retribusi dan

disarankan  distur

dalam peraturan

lersendin




dihapus Bukan merupaka
substansi
pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam  peraturan
tersendiri

dhapus Bukan merupakan
substans|
pengaturan tentang
retribus| dan
disarankan  diatur
daam  peraturan
{ersendir

n.g_ﬁm

mcrm_._asabm_s_..
substansi

pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur

tersendid
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3

5

Bukan merupakan

dihapus
substansi
pengaturan fentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam peraturan
tersendiri
dihapus Bukan mernmpakan
substansi
pengaturan tentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam  peraturan
tersendii
dihapus Bukan merupakan
substans|
pengaturan lentang
retribusi dan
disarankan  diatur
dalam  perghuran
lersendini
BABWVII BAB Xl Dalam rangka
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN elektfitas
Pasal 67 Pasal 15 pemungutan
Peraturan Pelaksanaan dar Peraturan Daerah inl dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun | Peraturan Pelaksanaan darl Peraturan Daerah Ini dibentuk paiing lambat ... {........) bufan | Rebibusi agar
setelah peraturan dasrah ini ditetapkan setelah peraturan daerah Ini ditetapkan jangka wakiu
pesintah
pembentukan aturan
pelaksanaan  fidak
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Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Pesawaran,

5
4
k] Penutup
BAB Xl Ketentuan i
e PENUTUP diubah menjad
KETERFUAN-RENUTUR : u
Pasal 63 Pasal 16 - %ﬁcﬁoﬂ ....mzh
i . i i i al dundangkan. Lampir.
Peraturan Dasrah ini mulal berlaku pada tanggal diundanghan, Peraturan Daerah inl mulai bedaku pada tangg o b sl i
: . inya, memesintahian pengundangan Peraturan Daerah | Agar setap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini omor
+ plamedniee Joeairpiriiy abupatent “_,_.mgﬁ_._ penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. 2011

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal
BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Divndanghan di Gedong Tataan
padatanggd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 HOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG :

Tetap




Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan balk laul maupun
sungai. Potensi yang dimilki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan
guna kesejsheraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang
dimetki oleh Kabupatzn Pesawaran tdak hanya ditunjang oleh panjangnya garis pantai
yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupalen Pesawaran strukiur
wlayah lautnya teridini dan pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten
Pesawaran tersebul menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang
perairan beserta sarana dan prasarananya quna memindahkan barang maupun orang
cari pulau yang satu ke pulau yang lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retnbusi Daerah dan Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana tefah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor § Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerntahan Daerah, kewenangan
pemenntahan caerah kabupaten dalam memungul retribusi dan memanfaatkan
perairan/pelayaran perlu diaksanakan sesua dengan peraturan perundang-undangan,
Pelayaran adalah satu aspek dar pemanfaatan wilayah perairan yang
kewenangannya penyelenggaraanya dibagi antara pemerintah, pemenntah provinsi
dan pemerintah kabupaienkota Kewenangan penyelenggaraan pelayaran yang
dimiliki cleh Pemerintzh Kabupaten Pesawaran dapat dibatasi dalam tga aspek yaitu
perizinan dibidang angkutan perairan, perizinan dibidang kepelabuhanan,
penyelenggaraan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah dan penarikan retribusi
perizinan dan retribusi penyelenggaraan kepelabuhanan oleh pemenntah daerah.
Penyelenggaraan kewenangan pemerintah dasrah Kabupaten Pesawaran
dalam Penyelenggaraan Pelayaran selidaknya memiliki beberapa tujuan yailu,
pertama penyelenggaraan penzinan dibidang pelayaran ditujukan untuk menjamin
adanya penyelenggaraan angkutan perairan yang terdin dan kapal dan pelabuhan
yang bercrientas: pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakal
pengguna angkutan perairan. Kedua penyelenggaraan pelabuhan oleh pemesiniah
daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat
dalam hal pihak swasta belum mampu memanfaatkan potensi kepelabuuhan yang ada
secara komersial. Ketiga: penarivan retribusi dibidang perizinan dan retribusi dalam
penyelenggaraan kepelabuhanan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan aslhi
daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten
Pesawaran.

L. UMUN

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan bak laut maupun
sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan
guna kesejahteraan masyarakat di Kabupalen Pesawaran. Potensi perairan yang dimifiki
oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditunjang oleh panjangnya garis pantai yang ada
di wilayzh Kabupaten Pesawaran tetapl Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya
leridii dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran
tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan
beserta sarana dan prasarananya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau
yang satu ke pulau yang lainnya.

Bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang transportasi pelayaran
dibutuhkan sarana pelabuhan dan fasilitas penyeberangan. Pemenuhan fasiitas
pelabuhan dan sarana penyeberangan yang aman, memadai, layak, dan murah bagi
masyarakat sangal dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
dilakukan cleh Pemerintah Daerah dengan memungut retribusi atas pelayanan
Kepelabuhanan dan Retribusi atas jasa penyeberangan di Air,

Sebagai pelaksanaan atas kewenangan daerah dalam memungut retribusi dan
memanfaatkan peraran/pelayaran serta guna meningkatkan Pendapatan Ashi Daersh
yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan penyeberangan di Air
selanjuinya Pemenntah Kabupaten Pesawaran berupaya merumuskannya dengan
menyusun  kebjakan berupa Peraturan Daerah fentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Atas Alr,

Tujuan penerapan kebijakan pemungutan Rebibusi di bidang pelayaran
memilikl lujuan agar dengan peningkatan pendapatan daerah maka fasilitas pelayanan
kepada masyarakal dapat ditingkatkan. Pendapalan yang diperoleh dari hasil pungutan
yang bersumber dan Retribusi selain ditujukan unluk meningkatkan pendapatan ash
daerah, dalam penggunaannya juga dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakal melalul berbagai program keria Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesawaran.

> 31
3 4 5
PENJELASAN PENJELASAN Penjelasan
ATAS ATAS disempumakan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN sesvai dengan hasil
NOMDR TAHUN 2020 NOMOR TAHUN 2020 catatan batang
TENTANG TENTANG tubuh Raperda.
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PELABUHAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN
MUK RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR
L. U










Pasal 37

Cukup jelas.
38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Pasal

Cukup jefas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup Flas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasa 49
Cukup jelas.

50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas,
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup elas.
Pasd 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal
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Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup [elas.
Pasal 64

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR

dihapus

Lampiran Raperda
Taril Retribusi
dihapus karena telah
dicantumkan dalam
batang tubuh Pasal
9 Raperda.




GUBERNUR LAMPUNG,

______________




